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[bookmark: _Toc221275758]ABSTRAK
Sindy Aulia, Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance dengan Political Connection sebagai pemoderasi pada perusahaan sektor energi di Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman. Dibawah bimbingan Ibu Musviyanti. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap tax avoidance serta peran political connection sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif data sekunder dengan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 16 perusahaan dengan data pengamatan 64 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan moderated regssion analysis (MRA) dan diolah menggunakan bantuan software SPSS Statistic versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR)  berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance, variabel political connection terbukti memperkuat hubungan antara Corporate Social Responsibility (CSR) dan tax avoidance. Political connection mempunyai pengaruh langsung terhadap tax avoidance sehingga dapat dikategorikan sebagai quasi moderator.
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Sindy Aulia, The Influence of Corporate Social Responsibility (CSR) on Tax Avoidance with Political Connection as a Moderator in Energi Sector Companies in Indonesia, Faculty of Economics and Business, Mulawarman University. Under the supervision of Mrs. Musviyanti. This study aims to analyze the influence of Corporate Social Responsibility (CSR) on tax avoidance and the role of political connections as a moderating variable in energi sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2021-2024. This study uses a quantitative approach with secondary data and purposive sampling technique, resulting in a sample of 16 companies with observation data from 64 energi sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2021-224. The data analysis method used was panel data regression with a Moderated Regression Analysis (MRA) approach and processed using SPSS Statistics version 26 software. The results showed that Corporate Social Responsibility (CSR) had a significant positive effect on tax avoidance, and the political connection variable was proven to strengthen the relationship between Corporate Social Responsibility (CSR) and tax avoidance. Political connection have a direct influence on tax avoidance and can therefore be categorized as quasi moderators.
Keywords : Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance, Political Connection 
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1.1. [bookmark: _Toc197987108][bookmark: _Toc221275768]Latar Belakang
		Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar dibandingkan dengan penerimaan negara lainnya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang (UU) dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU RI NO 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2007). 


		Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun, pajak dapat dijadikan alat bagi pemerintah dalam mengatur kebijakan sosial dan ekonomi untuk mendorong pembangunan nasional. Dalam pemungutan pajak, pemerintah menerapkan self assessment system dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak (WP) diberikan kewenangan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak kepada Kantor Pajak Pratama (KPP). Namun, pelaksanaan sistem ini memiliki kendala seperti rendahnya tingkat kesadaran  dan kepatuhan WP sebagai bentuk perlawanan pasif serta praktik tax avoidance sebagai perlawanan aktif.
2

	Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan fenomena global yang menjadi isu hangat khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Tax avoidance dilakukan untuk meminimalkan jumlah pajak secara legal yang memanfaatkan kelemahan regulasi. Upaya meminimalkan jumlah pajak dilakukan dengan menyusun strategi perencanaan pajak yang efektif, seperti mengoptimalisasi penggunaan insentif atau pemindahan keuntungan ke wilayah yang tarif pajaknya lebih rendah (tax haven). Meskipun praktik tax avoidance legal untuk dilakukan, namun tetap memberikan dampak negatif yang cukup signifikan bagi negara yaitu pengurangan penerimaan pajak negara. 
	Setiap tahun, negara-negara di dunia kehilangan lebih dari $427 miliar akibat penyalahgunaan pajak pada perusahaan internasional (Mansour, 2020). Diketahui kerugian Indonesia akibat praktik tax avoidance pada tahun 2021 adalah sebesar $2,2 miliar dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi $2,8 miliar. Bank dunia melakukan studi dengan hasil bahwa sekitar seperempat perusahaan di Indonesia melakukan praktik tax avoidance dan menilai bahwa pemerintah Republik Indonesia (RI) banyak memberikan pengecualian dan perlakuan khusus yang tidak terdapat di negara lain seperti pengurangan tarih PPh badan bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Rui & Aji, 2024). 
	Sektor energi merupakan salah satu sektor vital perekonomian global yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak secara nasional. Perusahaan yang termasuk dalam sektor energi adalah perusahaan yang bergerak di bidang minyak, gas, batu bara, dan energi terbarukan sehingga membutuhkan modal yang besar dan umumnya memiliki profitabilitas yang tinggi. Kondisi ini memberikan celah bagi perusahaan melakukan tindakan tax avoidance sebagai strategi manajerial untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan kepada negara.
		Perusahaan menggunakan strategi praktik tax avoidance untuk menjaga kinerja keuangan tetap stabil, meskipun hal ini berpotensi mengurangi penerimaan negara dan mencerminkan tingkat kepatuhan pajak yang rendah (Susanto & Veronica, 2022). Perusahaan sektor energi memiliki nilai tax rasio yang rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Hal tersebut menunjukkan terdapat tantangan serius dalam meningkatan kepatuhan pajak oleh pemerintah, yang dipengaruhi oleh tingginya kompleksitas aktivitas usaha, penerapan perencanaan pajak yang agresif, dan pemanfaatan celah regulasi perpajakan.
	Menurut laporan yang diterbitkan oleh PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia, perusahaan sektor pertambangan yang berlokasi di Indonesia sering melakukan praktik tax avoidance. Dalam praktiknya, sebanyak 70% dari 40 perusahaan pertambangan di Indonesia berskala besar belum menerapkan pelaporan pajak yang transparan. Rendahnya transparansi pelaporan pajak dan terbatasnya efektivitas pengawasan otoritas pajak terhadap kepatuhan perpajakan pada perusahaan sektor energi dapat memberikan celah bagi perusahaan untuk melakukan praktik tax avoidance yang mengakibatkan penerimaan pajak pada sektor pertambangan belum optimal (Putri & Yuliafitri, 2024). 
	Praktik tax avoidance yang paling umum terjadi pada perusahaan sektor pertambangan di Indonesia adalah melalui transfer pricing. Transfer pricing merupakan strategi penetapan harga dalam transaksi antara entitas yang memiliki hubungan istimewa dengan mengalihkan laba dari yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi ke tarif pajak lebih rendah. Secara hukum, praktik ini masih dianggap legal karena memanfaatkan ruang dalam regulasi perpajakan, sehingga dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai strategi tax avoidance (Widodo et al., 2025).
	PT Adaro Energi Indonesia Tbk  merupakan salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia yang pada tahun 2019 menjadi sorotan publik terkait dugaan praktik tax avoidance. Berdasarkan laporan keuangan Coaltrade’s menunjukkan perusahaan diduga melakukan strategi tax avoidance sejak tahun 2009-2017 melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura. Perusahaan memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah atau tax haven yang diketahui melalui suaka pajak, sehingga perusahaan bisa membayar pajak $125 juta lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan (Global Witness, 2019).
	Pada tahun 2021, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk terlimbat kasus sengketa pajak yang melimbatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan nilai mencapai Rp. 3,06 triliun atas transaksi pajak tahun 2012-2013. Secara umum, sengketa pajak akibat perbedaan pendapat antara WP dan otoritas pajak terjadi akibat perbedaan ketentuan perpajakan atau perhitungan jumlah pajak terutang. Dalam banyak kasus di Indonesia, sengketa pajak dapat timbul sebagai konsekuensi dari praktik tax avoidance yang secara sengaja dirancang oleh perusahaan dengan tujuan menekan beban pajak dan tidak secara langsung melanggar ketentuan hukum (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020).
	Perusahaan sektor energi sebagai sektor vital dalam perekonomian global tidak bisa terlepas dari potensi dampak lingkungan yang signifikan akibat dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi energi. Perusahaan sektor energi umumnya memiliki tujuan untuk meraih laba yang tinggi dengan tingkat pengeluaran yang efisien, namun saat yang sama harus menghindari praktik yang akan berpotensi merugikan perusahaan.
	Perusahaan memerlukan strategi yang tidak hanya berorientasi pada target keuangan, tetapi juga pada prinsip keberlanjutan (sustainability) dan tanggung jawab sosial agar tujuan tersebut tercapai. Perusahaan memprioritaskan reputasi di hadapan stakeholder karena kepercayaan publik dan dukungan investor sangat bergantung pada bagaimana perusahaan menjalankan kinerja yang berfokus pada aspek keberlanjutan.
	Perspektif stakeholder theory mencerminkan bahwa kinerja dan keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur berdasarkan pecapaian keuntungan finansial yang diperoleh, melainkan sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kebutuhan, melindungi kepentingan, dan menjawab ekspetasi seluruh stakeholder. Stakeholder theory menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab dalam pengambilan keputusan bisnis dan tidak hanya mempertimbangkan aspek profitabiltas jangka pendek, tetapi juga implikasi jangka panjang terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan (Saputri et al., 2024).
	Implementasi dari stakeholder theory di perusahaan sektor energi yaitu aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) yang menjadi salah satu strategi oleh perusahaan untuk memperkuat hubungan dengan para stakeholder dan merupakan aspek penting yang dapat mempengaruhi kondisi pada lingkungan khususnya sekitar perusahaan. UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 menyatakan bahwa beberapa biaya CSR yang dilakukan oleh perusahaan di dalam negeri dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan pada saat menghitung pajak penghasilan (UU RI No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, 2008). 
	Perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi dan berupaya untuk menekan beban pajak tersebut dapat mengarahkan sebagian dana yang dimiliki untuk melakukan aktivitas CSR. Aktivitas CSR tidak hanya memberikan pengurangan pada beban pajak melalui pengakuan biaya aktivitas CSR, namun juga dapat memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang berkelanjutan serta meningkatkan hubungan dengan masyarakat ataupun stakeholder. Praktik dengan menggunakan aktivitas CSR dapat digolongkan sebagai bentuk dari praktik tax avoidance yang sah secara hukum, hal ini dikarenakan perusahaan mengalirkan sebagian dana untuk melakukan aktivitas CSR dan menjadikan biaya sebagai pengurang dalam perhitungan kewajiban pajak perusahaan (Kusnadi, 2024).
	Penelitian yang dilakukan pada sektor perbankan di bangladesh menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat CSR yang tinggi cenderung memiliki tingkat praktik tax avoidance yang rendah. Hal ini disebabkan karena perusahaan menggunakan aktivitas CSR sebagai sarana untuk membangun dan mempertahankan citra positif perusahaan di mata masyarakat dan stakeholder (Rashid et al., 2024). Temuan ini memberikan pandangan bahwa aktivitas CSR dipandang sebagai bentuk komitmen nyata terhadap tanggung jawab sosial, sehingga perusahaan tidak perlu menggunakan strategi praktik tax avoidance.
	Penelitian yang dilakukan pada perusahaan Mesir tahun 2007-2016 menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat tax avoidance maka semakin tinggi tingkat pengungkapan aktivitas CSR. Perusahaan yang terlibat dalam praktik tax avoidance cenderung meningkatkan pengungkapan aktivitas CSR sebagai strategi perusahaan. Berdasarkan stakeholder theory, perusahaan berupaya menyeimbangi kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat atau yang terdampak dari aktivitas perusahaan. Aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan berfungsi sebagai alat untuk meminimalkan potensi terjadinya konflik dengan para stakeholder (Abdelfattah & Aboud, 2020). 
	Praktik tax avoidance merupakan isu penting dalam sistem perpajakan yang dapat mengurangi potensi penerimaan pajak negara. Political connection yang dimiliki oleh perusahaan menjadi salah satu faktor memperburuknya praktik tax avoidance. Hal ini disebabkan oleh adanya perusahaan yang menjalin hubungan lebih dekat dengan pembuat keputusan atau stakeholder baik tingkat nasional ataupun lokal, sehingga perusahaan memiliki peluang yang lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan yang berdampak pada kegiatan usaha.
	Perusahaan dikatakan memiliki political connection jika pemegang saham perusahaan salah satunya merupakan politisi, menjabat di partai politik, parlemen, kementrian negara, militer, ataupun pemerintah daerah (Habib et al., 2017). Political connection juga bisa didefinisikan jika pemegang saham pernah menjabat di kementrian atau lembaga pemerintah lainnya. Perusahaan yang memiliki political connection sering dianggap sebagai faktor untuk memperkuat dan memberikan dukungan kepada perusahaan dalam melakukan praktik tax avoidance. Hal ini disebabkan adanya potensi akses terhadap informasi kebijakan yang cepat, perlindungan terhadap risiko pemeriksaan, serta memberikan kelonggaran dalam proses pengawasan pada perpajakan sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam praktik tax avoidance.
	Dalam perspektif stakeholder theory, perusahaan dipandang dapat menyeimbangkan kepentingan seluruh stakeholder termasuk pemerintah sebagai regulator dan otoritas perpajakan. Namun, political connection dapat memperumit hubungan perusahaan dengan pemerintah, karena perusahaan mendapatkan akses terhadap informasi strategis, perlindungan dari risiko pemeriksaan pajak dan kelonggaran dalam penerapan regulasi pajak. Berdasarkan siaran pers, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan hasil pemeriksaan laporan keuangan semester I tahun 2023 akibat ketidakpatuhan perpajakan mengalami kerugian sebesar Rp. 18,19 triliun (Badan Pemeriksa Keuangan, 2023). Kerugian ini menunjukkan terdapat kelemahan pada sistem pengawasan dan penegakan hukum perpajakan oleh otoritas pajak, sehingga memberikan peluang perusahaan untuk terus melakukan praktik tax avoidance.
		Penelitian yang dilakukan oleh Rashid et al (2024) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat political connection yang kuat cenderung memiliki nilai Effective Tax Rate (ETR) yang relatif lebih rendah. Kondisi ini mengindikasi bahwa perusahaan membayar pajak dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban pajak yang seharusnya, sehingga disimpulkan adanya potensi praktik tax avoidance. Penelitian yang dilakukan oleh Ajili & Khlif (2020) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat nilai ETR tinggi maka mencerminkan perusahaan membayar beban pajak dengan jumlah yang sesungguhnya dan disimpulkan rendahnya indikasi praktik tax avoidance.
	Kedua penelitian yang dilakukan menggunakan pengukuran ETR memberikan hasil yang berbeda. Perbedaan hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui perspektif karakteristik perusahaan, lingkungan, serta faktor nilai tata kelola perusahaan. Dengan adanya hasil dari penelitian terdahulu yang kontradiktif, sehingga menimbulkan adanya kesenjangan penelitian atau research gap. Hal ini perlu untuk diteliti lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman mengenai faktor yang berpotensi mendukung praktik tax avoidance.
	Dasar penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yang meneliti keterkaitan antara corporate social responsibility, tax avoidance, dan pengaruh political connection sebagai variabel moderasi. Mengingat tingginya proporsi perusahaan yang memiliki political connection pada sektor energi dan memiliki peluang untuk melakukan praktik tax avoidance, sehingga penelitian ini memodifikasi objek dan konteks penelitian pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI selama periode 2021-2024. Selain itu, penelitian yang dilakukan di Indonesia secara spesifik meneliti hubungan antara CSR dan tax avoidance dengan menambahkan political connection sebagai pemoderasi masih relatif terbatas.
	Berdasarkan pertimbangan latar belakang tersebut, penelitian ini dipandang relevan untuk dilakukan dengan tujuan menganalisis pengaruh CSR terhadap tax avoidance dengan menambahkan political connection sebagai variabel moderasi. Fokus penelitian ini difokuskan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021-2024. Pemilihan periode ini mencerminkan fase penting pasca pandemi Covid-19, dimana perusahaan menghadapi tekanan untuk menjaga kinerja keuangan sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, periode ini merupakan momentum transisi energi global serta penguatan kebijakan perpajakan domestik yang ditandai dengan peningkatan pengawasan, penegakan hukum, dan tuntutan transparansi perpajakan. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk lebih transparansi dan akuntabel dalam mengelola kewajiban perpajakan (Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021).
1.2. [bookmark: _Toc197987109][bookmark: _Toc221275769]Rumusan Masalah
	Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan masalah dari penelitian ini yaitu :
1. Apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor energi di BEI tahun 2021-2024?
2. Apakah political connection memperkuat atau memperlemah hubungan antara corporate social responsibility terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor energi di BEI tahun 2021-2024?
1.3. [bookmark: _Toc197987110][bookmark: _Toc221275770]Tujuan Masalah
	Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan yaitu :
1. Mengetahui pengaruh corporate social responsibility terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor energi di BEI tahun 2021-2024.
2. Mengetahui peran political connection dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara corporate social responsibility terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor energi di BEI tahun 2021-2024.
1.4. [bookmark: _Toc197987111][bookmark: _Toc221275771]Manfaat Penelitian
	Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara Corporate Social Responsibility (CSR), tax avoidance, dan political connection, khususnya dalam konteks perusahaan sektor energi di Indonesia.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan theory dengan memberikan bukti empiris mengenai bagaimana praktik CSR dapat dipengaruhi oleh kepentingan manajerial dalam mengelola beban pajak serta bagaimana political connection berperan sebagai faktor yang memoderasi hubungan tersebut.
c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya untuk menguji faktor-faktor lain yang berpotensi mempengaruhi praktik tax avoidance, baik dalam konteks industri berbeda maupun menggunakan proksi pengukuran lain.
2. Manfaat praktis
a. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi manajemen perusahaan dalam menyusun strategi CSR yang sejalan dengan kepatuhan peraturan perpajakan. Perusahaan dapat mempertimbangkan praktik yang lebih baik agar tidak terkena sanksi perpajakan serta dapat menjaga kestabilan keuangan dan perkembangan perusahaan.
b. Penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap regulator dan pembuat kebijakan terkait pentingnya pengawasan terhadap perusahaan khususnya yang memiliki political connection yang dapat berpotensi mempengaruhi praktik tax avoidance. Dengan hasil penelitian ini, regulator diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam menjaga kepatuhan pajak serta memastikan tercapainya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam praktik bisnis.
c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada investor dan stakeholder mengenai sejauh mana praktik CSR dan political connection dapat mempengaruhi kebijakan pajak perusahaan. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial jangka pendek namun juga berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial. Dengan informasi yang transparan dapat menjadi pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih akurat.
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[bookmark: _Toc197987112][bookmark: _Toc221275772]BAB II
[bookmark: _Toc197987113][bookmark: _Toc221275773]KAJIAN PUSTAKA
2.1. [bookmark: _Toc197987114][bookmark: _Toc221275774]Tinjauan Literatur
2.1.1. [bookmark: _Toc221275775]Stakeholder Theory
	Stakeholder Theory berfokus pada pemegang saham, pemilik perusahaan dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan di dalam organisasi. Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari sisi keuangan namun juga diukur sejauh mana organisasi mampu memenuhi kebutuhan stakeholder-nya. Pengelolaan stakeholder yang baik akan menciptakan nilai tambah jangka panjang yang baik bagi organisasi ataupun stakeholder yang terlibat (Freeman, 1984). Stakeholder theory adalah theory yang menekankan pada pentingnya mempertimbangkan pendapat semua pihak terkait baik internal maupun eksternal. Theory ini menyoroti bahwa perusahaan harus menjaga hubungan yang baik dengan pemegang saham baik secara langsung maupun tidak langsung.

	Perusahaan bertanggung jawab kepada stakeholder dan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam proses berlangsungnya perusahaan seperti karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat umum. Stakeholder theory digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif melalui keterlimbatan stakeholder. Hal ini penting karena perusahaan pada idealnya tidak hanya mempertimbangkan nilai ekonomi tetapi juga mempertimbangkan nilai sosial, nilai politik, dan nilai lingkungan.
2

	Stakeholder dikelompokkan menjadi berbagai kategori yang ditentukan seberapa dekat hubungan dengan perusahaan dan pengaruh yang dimiliki. Secara umum stakeholder dibagi menjadi dua kelompok utama. Stakeholder internal yaitu pihak yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan operasional perusahaan, meliputi pemegang saham, manajemen, dan karyawan. Stakeholder eksternal yaitu pihak diluar struktur internal perusahaan namun memiliki kepentingan, dapat terdampak, dan dapat mempengaruhi aktivitas dan keputusan perusahaan yang meliputi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komunitas lokal, pelanggan, pemasok, dan media massa.
	Stakeholder juga dapat dibedakan berdasarkan seberapa penting perannya bagi keberlanjutan perusahaan yang terdiri dari stakeholder primer dan sekunder. Stakeholder primer meliputi individu atau kelompok seperti karyawan, pelanggan dan pemasok yang memiliki peran penting dan mendasar bagi operasional perusahaan, sehingga tanpa keterlimbatannya perusahaan bisa saja tidak dapat berfungsi dengan baik. Sedangkan stakeholder sekunder tidak secara langsung berperan penting dalam mempertahankan keberlangsungan perusahaan tetapi memiliki pengaruh dalam membentuk persepsi publik dan citra perusahaan seperti LSM, komunitas lokal, dan media.
	Stakeholder diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan baik yang dapat mempengaruhi ataupun yang dipengaruhi oleh tindakan perusahaan. Stakeholder atau pemangku kepentingan internal terdiri dari perusahaan itu sendiri, pemegang saham, pemilik, dan para karyawan di perusahaan. Sedangkan stakeholder eksternal meliputi konsumen, suplier, pesaing, investor, pemerintah, media, masyarakat, dan lain sebagainya (Kumalasari, 2018). 
	Penerbitan laporan keberlanjutan (sustainability report) yang transaparan merupakan upaya perusahaan untuk menjaga hubungan yang baik dengan para stakeholder. Informasi yang transparan terkait dengan posisi dan aktivitas perusahaan terhadap aspek ekonomi, lingkungan dan sosial akan mempengaruhi keputusan stakeholder dalam memberikan kontribusi atau investasi kepada perusahaan (Gilbert & Rasche, 2008).  
	Theory ini menjelaskan terkait hubungan antara CSR dan tax avoidance sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab kepada pemilik modal dan seluruh pihak yang terdampak oleh aktivitas perusahaan. Perusahaan yang aktif melaksanakan aktivitas CSR cenderung memiliki tax avoidance dengan tingkat yang rendah, hal ini disebabkan karena perusahaan menyadari pentingnya menjaga kepercayaan stakeholder. Theory ini juga mengungkapkan perusahaan yang memiliki political connection memanfaatkan aktivitas CSR sebagai praktik untuk melakukan tax avoidance (Susanto & Veronica, 2022).
2.1.2 [bookmark: _Toc197987116][bookmark: _Toc221275776]Tax Avoidance
	Pendapatan negara yang nilainya sangat besar adalah pajak, sehingga negara membuat UU perpajakan untuk mengatur hal mengenai perpajakan. Munculnya celah di dalam UU perpajakan membuat WP sering melakukan tax avoidance, walaupun tidak melanggar namun juga tidak mendukung tujuan dari UU tersebut. Tax avoidance merupakan skema untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara.
	Praktik tax avoidance dilakukan oleh WP sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak dan dilakukan sebelum Surat Ketetapan Pajak (SKP) dikeluarkan. Meskipun UU perpajakan telah diberlakukan, ketentuan tentang praktik tax avoidance belum diatur secara rinci dan tegak sehingga menimbulkan adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh WP untuk melakukan praktik tax avoidance. Pada dasarnya, praktik tax avoidance tidak secara eksplisit melanggar UU perpajakan tetapi tidak sejalan dengan tujuan pembentukan UU perpajakan tersebut.
	Praktik tax avoidance bagi perusahaan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan sehingga potensi untuk meraih laba meningkat. Manajer ataupun stakeholder memanfaatkan laba yang meningkat untuk mendapatkan penghargaan atas upaya penghematan pajak yang mengakibatkan laba meningkat. Namun, praktik tax avoidance dapat memberikan dampak negatif terhadap likuiditas dan nilai perusahaan apabila teridentifikasi oleh otoritas perpajakan (Haztania & Lestari, 2023).
	Tax avoidance dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kewajiban perpajakan tanpa memiliki tujuan usaha yang nyata. Tax avoidance merupakan strategi yang digunakan untuk menurunkan jumlah laba dan menjadi dasar pengenaan pajak. Karakteristik utama dalam praktik tax avoidance memiliki beberapa aspek penting, yaitu WP berusaha membayar pajak lebih sedikit dibandingkan seharusnya, WP berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan dilaporkan, WP berusaha menunda pembayaran pajak (Riadi, 2022). 
	Praktik tax avoidance dipengaruhi oleh persepsi yang menyatakan bahwa “tidak ada individu yang menyukai membayar pajak”, sehingga persepsi ini mendorong WP untuk mengurangi pengeluaran termasuk kewajiban perpajakan untuk meningkatkan laba perusahaan. WP yang melakukan praktik tax avoidance memiliki metode umum untuk mengurangi jumlah biaya yang dikeluarkan, antara lain melakukan transfer pricing dan pemberian natura.
	Tax avoidance secara umum diukur menggunakan rasio Effective Taxes Rate  (ETR) dengan membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Rasio ETR menggambarkan besar pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dan dihitung dengan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak yang berlaku berdasarkan aturan perpajakan yang telah ditetapkan. Artinya, rasio ETR mencerminkan proporsi pajak yang dibebankan terhadap laba perusahaan sebagai ukuran efektivitas beban pajak yang sesungguhnya. Pada konteks ini, rasio ETR berperan sebagai indikator negatif sehingga nilai ETR yang tinggi menunjukkan tingkat tax avoidance yang rendah dan nilai ETR yang rendah menunjukkan tingkat tax avoidance yang tinggi (Tarmidi & Okto, 2022).
2.1.3. [bookmark: _Toc197987117][bookmark: _Toc221275777]Corporate Social Responsibility
	Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan ataupun masyarakat seperti melakukan kegiatan yang dapat mensejahterakan masyarakat, melakukan perbaikan terhadap lingkungan serta pemberian dana. Perusahaan besar memiliki potensi untuk merusak lingkungan sekitar, sehingga aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan dapat dikatakan merupakan timbal balik kepada masyarakat. Selain diharapkan dapat membantu mengurangi potensi kerusakan lingkungan, disisi lain aktivitas CSR dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan.
	Konsep CSR berhubungan dengan stakeholder dan dapat diartikan sebagai kebijakan dan praktik yang berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Aktivitas CSR secara umum diartikan sebagai perusahaan yang bertanggung jawab kepada stakeholder dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan. UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik untuk perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2007) . 
	Aktivitas CSR mengalami pergeseran secara signifikan yang dipengaruhi oleh kesadaran global akan pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan mengalami peningkatan. Pada awalnya, aktivitas CSR perusahaan difokuskan pada kegiatan filantropi seperti donasi, bantuan sosial atau dukungan kegiatan amal yang umumnya kegiatan tersebut tidak secara langsung terintegrasi dengan inti strategi bisnis perusahaan. Dengan adanya pergeseran yang signifikan, aktivitas CSR lebih menekankan internalisasi eksternalitas negatif yang dihasilkan oleh kegiatan operasional perusahaan dan memiliki potensi besar untuk menjadi intrumen yang efektif dalam mendukung tata kelola lingkungan sosial baik nasional maupun global. Hal ini menjelaskan bahwa aktivitas CSR telah berkembang dari kegiatan tambahan sosial perusahaan menuju fungsi strategis yang menyatu dengan praktik bisnis berkelanjutan, berorientasi pada tanggung jawab dan penciptaan nilai sosial lingkungan (Carrera, 2022).
	Biaya CSR dalam pelaporan keuangan perusahaan umumnya dicatat sebagai beban usaha sehingga secara umum dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu biaya kesejahteraan karyawan seperti remunerasi, tunjangan, pelatihan dan fasilitas kerja; biaya kemasyarakatan yang meliputi donasi, bantuan sosial, serta program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat khususnya di sekitar wilayah operasional perusahaan; biaya lingkungan hidup meliputi pengelolaan limbah, konservasi sumber daya alam, pemanfaatan energi terbarukan dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup (Dwi et al., 2019). Disamping pengeluaran untuk biaya kesejahteraan karyawan, biaya kemasyarakatan, dan biaya lingkungan hidup, perusahaan juga mengalokasikan biaya untuk aktivitas pelaporan dan audit sebagai komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas pada stakeholder. Oleh karena itu, alokasi biaya bertujuan untuk menjalin hubungan konstruktif dengan komunitas khususnya wilayah operasional perusahaan yang menekankan pentingnya penerapan prinsip CSR  dalam setiap aktivitas bisnis perusahaan.
	Biaya CSR dalam konteks perpajakan diakui sebagai beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expense), sehingga aktivitas CSR  yang dilaksanakan oleh perusahaan tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial namun perusahaan mendapatkan manfaat fiskal apabila kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 93 Tahun 2010 secara spesifik menjelaskan terkait kriteria biaya CSR yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh). 
	Terdapat lima kategori kriteria biaya CSR yang diatur dalam PP Nomor 93 Tahun 2010 yaitu sumbangan penanggulan bencana nasional baik uang tunai ataupun barang yang disalurkan langsung kepada badan penanggulan bencana atau lembaga resmi; sumbangan kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditujukan untuk kegiatan riset khususnya yang dilaksanakan di wilayah Indonesia melalui lembaga penelitian yang diakui secara resmi; sumbangan fasilitas pendidikan dalam bentuk uang ataupun barang yang disalurkan melalui lembaga pendidikan resmi; sumbangan pembinaan olahraga yang bertujuan untuk pengembangan organisasi olahraga prestasi; biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum yang bersifat nirlaba namun biaya ini hanya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto maximal 5% dari penghasilan neto tahun sebelumnya (Badan Pemeriksa Keuangan).
2.1.4. [bookmark: _Toc197987118][bookmark: _Toc221275778]Political Connection
	Political connection pada perusahaan terjadi apabila pemimpin atau stakeholder utama perusahaan memiliki latar belakang pekerjaan di instansi pemerintahan atau memiliki hubungan pribadi dengan pejabat pemerintah (Faccio, 2006). Political connection yang dimiliki oleh perusahaan dapat memberikan keuntungan seperti akses ke pendanaan, memberikan informasi, dan mendapatkan perlakuan pajak yang lebih menguntungkan.
	UU No.2 Tahun 2011 tentang partai politik pasal 34 ayat 1 huruf b menyatakan bahwa sumber keuangan partai politik berasal dari sumbangan yang sah menurut hukum, sehingga dijelaskan pada pasal 35 bahwa sumbangan yang sah menurut hukum salah satunya berasal dari perusahaan dan/atau badan usaha (UU RI No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, 2011). Perusahaan yang memberikan sumbangan mendapatkan manfaat dari sumbangan tersebut, yang kemudian istilah political connection muncul dalam perusahaan. Diketahui perusahaan yang memiliki political connection di Indonesia cenderung melakukan tax avoidance karena salah satu keuntungannya yaitu mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan resiko pemeriksaan pajak yang ketat (Achmad Hidayat & Novita, 2023). 
	Menurut Chandra (2021), suatu perusahaan dikategorikan memiliki political connection apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
	1. 	Apabila Stakeholder terbesar perusahaan yang memiliki kurang lebih 10% hak suara atau pejabat tertinggi di perusahaan, juga menjabat sebagai anggota parlemen, menteri, atau yang memiliki relasi dengan kepolisian, politisi, militer, atau partai politik. Hal ini dapat memberikan akses khusus dan pengaruh langsung bagi perusahaan termasuk dalam hal kebijakan dan perizinan.
	2.	Apabila salah satu anggota dewan komisaris atau direktur perusahaan juga merangkap sebagai anggota DPR, anggota kabinet, pejabat di instansi pemerintahan termasuk militer, ataupun terlibat secara aktif dalam partai politik.
	3.	Apabila salah satu anggota komisaris atau direktur perusahaan pernah merangkap sebagai anggota DPR, anggota kabinet, pejabat di instansi pemerintahan termasuk militer, ataupun terlibat secara langsung dalam partai politik. 
	Perusahaan yang memiliki keterikatan politik cenderung memperoleh perlindungan dari politisi yang memiliki hubungan dengan mereka, terutama jika situasi perusahaan saat menyajikan laporan keuangan memiliki kualitas rendah maka dengan adanya hubungan tersebut perusahaan bisa terhindar dari potensi terlibat sanksi. Political connection pada dunia perusahaan menggambarkan adanya keterkaitan yang erat antara perusahaan dengan tokoh politik seperti pejabat pemerintah, anggota parlemen, atau individu yang memiliki hubungan dekat dengan lembaga negara. Perusahaan dengan kepemilikan saham sebagian oleh pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu wujud nyata dari political connection dalam kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. 
	PT Bukit Asam dan PT Perusahaan Gas Negara memiliki golden share atau saham istimewa yang memungkinkan untuk menunjuk komisaris dan direksi secara langsung untuk dimiliki oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya campur tangan politis dalam struktur manajemen perusahaan yang bisa memberikan pengaruh besar terhadap kebijakan perusahaan, termasuk pengambilan keputusan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (PT Bukit Asam, 2017).
	Perusahaan yang memiliki political connection yang kuat memberikan keunggulan dalam menyusun kebijakan keuangan yang lebih fleksibel, termasuk dalam mengelola kewajiban perpajakan perusahaan. Perusahaan biasanya memperoleh toleransi yang lebih besar dari lembaga pengawas sehingga risiko terkena sanksi akibat ketidakpatuhan perpajakan dapat ditekan. Dalam kondisi tertentu, perusahaan yang memiliki political connection dapat memanfaatkan hubungan tersebut untuk dijadikan alat perlindungan dalam menerapkan kebijakan fiskal yang agresif, namun tetap sulit dijangkau oleh mekanisme pengawasan yang berlaku secara umum (Alfianto et al., 2024).
2.2. [bookmark: _Toc197987119][bookmark: _Toc221275779]Penelitian Terdahulu
	Penelitian terdahulu merupakan sumber dan dasar acuan untuk memperluas lingkup penelitian yang dilakukan serta membantu penelitian agar terhindar dari asumsi plagiarisme. Terdapat beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang menujukkan kesamaan dalam topik penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya :
[bookmark: _Toc197988511][bookmark: _Toc207008218][bookmark: _Toc207008232][bookmark: _Toc210728297]Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu
[bookmark: _Hlk205654872]
	No
	Nama Peneliti
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	1
	Ronald Tehupuring dan Ellia Rossa (2016)
	Y :Penghindaran Pajak
X1 : Koneksi Politik
X2 : Kualitas Audit
	Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

	2
	Effiezal Aswandi Abdul Wahab, Akmalia Mohamad Ariff, Marziana Madah Marzuki, Zuraida, dan Mohd Sanusi (2017)
	Y : Tax aggressiveness
X1 : Political connections
X2 : Corporate governance
	Political connections berengaruh positif signifikan terhadap tax aggressiveness

	3
	Indriati Siti Pratiwi dan Sylvia Veronica Siregar (2019)
	Y1 : Tax avoidance
Y2 : Earnings management
X : Corporate social responsibility
Z : Political connection
	CSR berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance

Political connection tidak memiliki peran moderasi yang signifikan dalam memperlemah atau memperkuat hubungan antara CSR dengan tax avoidance maupun dengan earnings management.



	Tabel 2.1. Sambungan

	No
	Nama Peneliti
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	4
	Bunga Rista dan Susi Dwi Mulyani (2019)
	Y : Penghindaran pajak
X1 : Corporate social responsibility
X2 : Profitabilitas
Z : Komite audit
	CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

	5
	Hana Ajili dan Hichem Khlif (2020)
	Y : Tax avoidance
X : Political connections
Z : Join audit
	Political connections berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance

	6
	Tarek Abdelfattah dan Ahmed Aboud (2020)
	Y : Tax avoidance
X1 : Corporate gevornance
X2 : Corporate social responsibility
	CSR berpengaruh positif terhadap tax avoidance

	7
	Bohyun Yoon, Jeong-Hwan Lee dan Jin-Hyung Cho (2021)
	Y : Tax avoidance
X1 : ESG
X2 : CSR performance
	Kinerja CSR berpengaruh negatif terhadap tax avoidance

	8
	Nur Awlia Az’ari dan Anie Lastiati (2022)
	Y : Tax avoidance
X : Koneksi politik
Z : Komite audit 
	Koneksi politik berpengaruh positif terhadap tax avoidance

	9
	Androni Susanto dan Veronica (2022)
	Y : Penghindaran pajak
X1 : Corporate social responsibility (CSR)
X2 : ROA
X3 : Ukuran perusahaan 
X4 : Leverage
X5 : Arus kas operasi
X6 : Aset tetap
X7 : Aset tak berwujud
X8 : Pertumbuhan penjualan
	CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak

	10
	Santi Haztania dan Tri Utami Lestari (2023)
	Y : Tax Avoidance
X1 : Transfer Pricing
X2 : Karakter Eksekutif
X3 : Koneksi Politik
	Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap tax avoidance








Tabel 2.1. Sambungan

	No
	Nama Peneliti
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	11
	Yulinda Oktarina (2023)
	Y: Penghindaran Pajak
X1: Tata Kelola Perusahaan
X2: Kesulitan Keuangan
X3: Pengungkapan CSR
Z: Diversitas Gender
	CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

	12
	Fandi Achmad Hidayat dan Santi Novita (2023)
	Y: Tax Avoidance
X: Corporate Social Responsibility
	Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance

	13
	Md. Harun Ur Rashid, Farhana Begum, Syed Zabid Hossain, dan Jamaliah Said (2023)
	Y: Tax Avoidance
X: CSR
Z: Political Connections
	CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance

Political connections berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tax avoidance

Interaksi antara political connections dan CSR berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance

	14
	Mega Gita Puspita (2024)
	Y: Agresivitas Pajak
X1: Intensitas Persediaan
X2: Ukuran Perusahaan
X3: CSR
Z: Koneksi Politik
	CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Koneksi politik tidak mampu memoderasi hubungan antara CSR terhadap agresivitas pajak

	15
	Abdullah Munawir Almutairi dan Samir Ibrahim Abdelazim (2025)
	Y: Tax Avoidance
X: Corporate Social Responsibility 
Z: Political Connections
	CSR berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Avoidance

Political connection berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance

Political Connections memoderasi terhadap hubungan antara CSR dan Tax Avoidance



Sumber: Penulis, 2026




2.3. [bookmark: _Toc221275780][bookmark: _Hlk197654982][bookmark: _Hlk197654930][bookmark: _Toc197989132]Kerangka Konseptual
Stakeholder Theory
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[bookmark: _Toc207008362]Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian	
Sumber: Penulis, 2026
2.4. [bookmark: _Toc197987120][bookmark: _Toc221275781]Pengembangan Hipotesis
2.4.1. [bookmark: _Toc197987121][bookmark: _Toc221275782]Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance
	Stakeholder theory mengungkapkan jika perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, namun juga kepada stakeholder seperti karyawan, pelanggan, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan sekitar perusahaan. Perusahaan melalui kegiatan sosial, lingkungan, dan ekonomi berupaya bertanggung jawab untuk memenuhi kepentingan dan harapan stakeholder. Membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada stakeholder yaitu pemerintah (Saputri et al., 2024).
	Stakeholder theory pada konteks CSR dan tax avoidance mempunyai perspektif bahwa praktik dari aktivitas CSR berperan sebagai respons terhadap tekanan dari para stakeholder. Perusahaan yang aktif melaksanakan aktivitas CSR cenderung lebih transparan dalam mengungkapkan informasi dalam laporan. Transparansi yang lebih mudah terdeteksi oleh stakeholder dapat membuat perusahaan mengurangi peluang untuk melakukan praktik tax avoidance secara agresif. Sehingga jika perusahaan aktif melakukan aktivitas CSR, maka praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan cenderung rendah. 
	Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rashid et al (2024) bahwa CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan, hal ini dikarenakan aktivitas CSR mementingkan pandangan dari stakeholder sehingga membuat perusahaan berupaya untuk menghindari praktik tax avoidance. Penelitian yang dilakukan oleh Susanto & Veronica (2022) juga menunjukkan hasil bahwa CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik tax avoidance yang disebabkan oleh perusahaan yang mengalami peningkatan kinerja pada aktivitas CSR berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan pajak sehingga berdampak pada rendahnya upaya praktik tax avoidance.
	Secara umum, aktivitas CSR secara theory maupun empiris tidak hanya berperan sebagai komitmen sosial terhadap lingkungan dan masyarakat namun memiliki fungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang efektif. Aktivitas CSR memiliki peran penting untuk mendorong peningkatan transparansi operasional perusahaan sekaligus memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh stakeholder. Dengan adanya pelaporan yang disusun secara transparansi, terbuka, akurat dan akuntabel serta di dukung oleh aktivitas CSR akan mampu menekan kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik tax avoidance. 
	Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, peneliti mengajukan hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:
H1: Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif signifikan terhadap Tax Avoidance
2.4.2. [bookmark: _Toc197987123][bookmark: _Toc221275783]Political Connection memperkuat atau memperlemah hubungan antara Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance
	Salah satu faktor dibalik praktik tax avoidance adalah political connection. Perusahaan yang memiliki political connection cenderung melakukan praktik tax avoidance dikarenakan terdapat beberapa hal yang mendukung untuk melakukan tax avoidance. Resiko terdeteksinya praktik tax avoidance, mudah dalam akses informasi terutama terkait perpajakan, merupakan hal yang mendukung praktik tax avoidance pada perusahaan yang memiliki koneksi. 
	Pada tahun 2023, Indonesia tercatat berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara berdasarkan survei pada tingkat korupsi dunia. Kondisi ini mencerminkan rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas yang dapat dipengaruhi oleh struktur manajemen publik yang lemah sehingga dapat menyebabkan terjadinya praktik tax avoidance (Transparency International Indonesia, 2024). 
	Aktivitas CSR dapat digunakan sebagai strategi perusahaan yang memiliki political connection untuk mendapatkan keuntungan dari hubungan dengan pemerintah, sehingga motivasi berubah dari normatif menjadi motivasi strategis. Aktivitas CSR yang dilaksanakan secara agresif berpotensi menjadi ruang praktik tax avoidance serta digunakan sebagai instrumen yang dapat ditoleransi oleh stakeholder untuk menutupi praktik oportunistik, 
	Sementara itu, keberadaan political connection berfungsi memberikan jaminan perlindungan bagi perusahaan, baik berupa akses informasi, kemudahan regulasi, maupun kelonggaran dalam pengawasan otoritas perpajakan. Namun, perusahaan yang memiliki political connection ataupun tidak, memiliki tarif pajak yang tidak jauh berbeda. Sehingga hal ini membuktikan bahwa political connection tidak hanya memberikan keuntungan langsung berupa tarif pajak yang lebih rendah, namun juga berfungsi secara tidak langsung memanfaatkan celah regulasi pajak untuk menekan beban pajak melalui praktik tax avoidance.
	Penelitian yang dilakukan oleh Almutairi & Abdelazim (2025) menunjukkan bahwa political connection mampu memperkuat hubungan antara CSR terhadap tax avoidance. Sebaliknya, penelitian lain yang dilakukan oleh Puspita (2024) pada perusahaan sektor manufaktur barang konsumen primer dan non primer di BEI periode 2019-2021 menunjukkan bahwa political connection tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan antara CSR dan tax avoidance.
	Political connection relevan dijadikan variabel moderasi karena mampu mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung hubungan antara CSR dan tax avoidance. Political connection dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara CSR dan tax avoidance. Perusahaan yang memiliki political connection yang kuat akan membuat pengaruh CSR terhadap penurunan tax avoidance memperlemah. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki political connection memperoleh akses terhadap regulasi yang lebih longgar, insentif fiskal, maupun perlindungan dari pengawasan otoritas pajak sehingga praktik tax avoidance tetap dapat dilakukan meskipun perusahaan aktif melakukan aktivitas CSR.
	Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, peneliti mengajukan hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:
H2: Political Connections memperkuat atau memperlemah hubungan antara Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance
2.5. Model PenelitianPolitical Connections (Z)
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Gambar 2.2 Model Penelitian
Sumber: Penulis, 2026
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[bookmark: _Toc197987124][bookmark: _Toc221275784]BAB III
[bookmark: _Toc197987125][bookmark: _Toc221275785]METODE PENELITIAN
3.1. [bookmark: _Toc197987126][bookmark: _Toc221275786]Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
[bookmark: _Toc197987127][bookmark: _Toc221275787]3.1.1.	Tax Avoidance
	Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh WP dengan tujuan untuk mengurangi atau menekan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan. Tax avoidance yang dilakukan masih dengan cara yang sah secara legal dan memanfaatkan celah yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. oleh karena itu, praktik tax avoidance sering dipandang sebagai strategi yang aman meskipun dipandang dengan tujuan utama dari sistem perpajakan.

	Tax avoidance tidak dapat diungkapkan secara langsung dalam studi bisnis sehingga menjadi tantangan untuk dilakukan penelitian. Perusahaan tidak pernah menyatakan secara terbuka dalam laporan keuangan atau dokumen resmi bahwa perusahaan melakukan praktik tax avoidance. Hal tersebut sering tersembunyi dibalik kebijakan akuntansi, struktur perusahaan, transaksi lintas batas, dan strategi perencanaan pajak. Akibatnya, peneliti tidak dapat mengamati praktik tax avoidance secara langsung, melainkan harus menggunakan ukuran proksi atau indikator untuk mengestimasi sejauh mana perusahaan melakukan praktik tax avoidance. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak dihitung menggunakan metode ETR. 
2

ETR merupakan rasio yang membandingkan beban pajak dengan laba sebelum pajak (earnings before tax). Pengukuran ini memberikan gambaran seberapa besar beban pajak yang benar-benar dibayarkan oleh perusahaan relatif terhadap kemampuan mereka dalam menghasilkan laba. Interpretasi ETR sangat penting dalam menilai tingkat praktik tax avoidance. Apabila nilai ETR rendah, maka akan menunjukkan beban pajak yang ditanggung perusahaan relatif kecil dibandingkan laba sebelumnya. Artinya semakin rendah nilai ETR maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan dalam melakukan praktik tax avoidance. Sebaliknya, jika nilai ETR tinggi, maka mencerminkan bahwa perusahaan menanggung beban pajak yang lebih besar sehingga praktik tax avoidance relatif lebih rendah dan perusahaan patuh terhadap peraturan perpajakan.  
	Dalam penelitian ini, menggunakan pengukuran ETR untuk menilai tingkat praktik tax avoidance dianggap tepat hal ini dikarenakan penelitian ini diukur secara kuantitatif berdasarkan data laporan keuangan dan memberikan gambaran konsistensi tentang perilaku perpajakan perusahaan dari waktu ke waktu. Pengukuran ETR dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang digunakan oleh Rashid et al (2024) dan Ajili & Khlif (2020), dimana ETR dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba sebelum pajak.
2

ETR = 


3.1.2. [bookmark: _Toc197987128][bookmark: _Toc221275788]Corporate Social Responsibility
	Variabel independen merupakan variabel bebas yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen merupakan variabel yang memberikan pengaruh positif maupun negatif bagi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Corporate Social Responsibility (CSR). CSR merupakan kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan sebagai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Kegiatan CSR dipandang sebagai bentuk komitemen perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar melalui berbagai aktivitas sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi stakeholder.
	Implementasi CSR tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan, namun juga bisa membawa keuntungan bagi perusahaan. Terkait dengan praktik tax avoidance, aktivitas CSR sering diasosiasikan dengan perilaku etis perusahaan. Menurut perspektif stakeholder theory, perusahaan memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder baik dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang aktif dalam melakukan aktivitas CSR cenderung menghindari praktik tax avoidance karena akan merugikan stakeholder tertentu seperti pemerintah sebagai penerima pajak.
	Pengukuran tingkat aktivitas CSR melalui perbandingan antara total pengeluaran CSR dengan total pendapatan perusahaan dianggap tepat dan efektif dilakukan dalam penelitian. Pendekatan ini memberikan gambaran secara proporsional mengenai seberapa besar komitmen perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya relatif terhadap kapasitas ekonominya. Rasio ini memungkinkan penilaian CSR yang lebih komprehensif karena tidak hanya berfokus pada berapa besarnya dana yang dikeluarkan tetapi juga memperhitungkan kapasitas ekonomi perusahaan. Secara logika, perusahaan yang memiliki pendapatan yang lebih besar diharapkan dapat mengalokasikan dana CSR yang lebih tinggi. Semakin besar perusahaan mengalokasikan dana CSR, semakin kuat indikasi bahwa perusahaan memiliki komitmen dalam menjalankan tanggung jawab sosial.
	Pengukuran CSR dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang digunakan oleh Rashid et al., (2024), dimana CSR dihitung dengan membandingkan total pengeluaran CSR dengan total pendapatan perusahaan.
CSR = 
3.1.3. [bookmark: _Toc197987129][bookmark: _Toc221275789]Political Connection
	Variabel moderasi merupakan variabel yang menjelaskan kondisi atau faktor yang dapat mempengaruhi kuat atau lemahnya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel moderasi dalam penelitian memungkinkan adanya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antar variabel dapat berubah sesuai dengan karakteristik. Dalam penelitian ini variabel political connection menjadi variabel moderasi. Political connection merupakan hubungan antara perusahaan dengan pihak yang memiliki kekuasaan, pengaruh, atau jabatan di ranah politik maupun pemerintah. 
	Hubungan perusahaan dengan political connection dapat terwujud secara langsung maupun tidak langsung. Keterlimbatan langsung seperti pemegang saham mayoritas, anggota dewan komisaris, dan direksi perusahaan yang saat ini menjabat atau pernah menjabat sebagai pejabat publik, anggota parlemen, menteri, atau pejabat pemerintahan lainnya. Sedangkan keterlibatan tidak langsung seperti ketika pejabat dalam perusahaan memiliki hubungan keluarga, kedekatan personal, atau afiliasi dengan tokoh politik atau partai politik.
	Political connection relevan dijadikan variabel moderasi karena mampu mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung hubungan antara CSR dan tax avoidance. Political connection dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara CSR dan tax avoidance. Perusahaan yang memiliki political connection yang kuat akan membuat pengaruh CSR terhadap penurunan tax avoidance memperlemah. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki political connection memperoleh akses terhadap regulasi yang lebih longgar, insentif fiskal, maupun perlindungan dari pengawasan otoritas pajak sehingga praktik tax avoidance tetap dapat dilakukan meskipun perusahaan aktif melakukan aktivitas CSR.
	Political connection diukur dengan mengidentifikasi adanya keterlibatan pihak internal perusahaan yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan dunia politik atau lembaga pemerintah. Fokus utama adalah mengidentifikasi apakah dalam struktur perusahaan terdapat anggota dewan komisaris, direksi, atau kerabat yang memiliki atau pernah memiliki posisi dalam lembaga pemerintahan seperti pejabat publik, anggota legislatif, ataupun pejabat di kementrian. Data tersebut diperoleh melalui laporan tahunan perusahaan, khususnya pada bagian yang memuat informasi mengenai latar belakang dan profil anggota dewan komisaris dan direksi. 
	Pendekatan ini dipandang relevan karena political connection pada dasarnya tidak selalu dapat diamati secara langsung melalui aktivitas bisnis, melainkan harus ditelusuri dari hubungan personal dan riwayat jabatan individu yang terlibat dalam kepengurusan perusahaan. Sehingga identifikasi melalui laporan tahunan memberikan dasar yang objektif dalam menilai sejauh mana perusahaan memiliki akses politik yang berpotensi mempengaruhi praktik tata kelola, termasuk dalam pengambilan keputusan perpajakan seperti praktik tax avoidance.
	Mengacu pada metode yang digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh Rashid et al (2024) dan Almutairi & Abdelazim (2025), pengukuran political connection dilakukan dengan pendekatan dummy variable yaitu jika perusahaan memiliki minimal satu anggota dewan atau kerabatnya yang memiliki keterkaitan politik akan diberi skor 1 sedangkan perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan politik akan diberi skor 0.
3.2. [bookmark: _Toc197987130][bookmark: _Toc221275790]Populasi dan Sampel
	Populasi merupakan seluruh objek atau subjek yang menjadi fokus penelitian yang memiliki karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024. Perusahaan sektor energi dipilih sebagai populasi dalam penelitian dikarenakan merupakan sektor vital dalam perekonomian global dan memiliki dampak terhadap lingkungan serta pembangunan nasional yang signifikan. Perusahaan sektor energi dalam hal mengungkapkan kinerja CSR masih menunjukkan variasi dan tantangan.
	Perusahaan sektor energi tercatat memiliki kasus tax avoidance. Kasus ini menunjukkan bagaimana usaha perusahaan untuk memanfaatkan celah regulasi perpajakan dan political connection untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang legal namun bersifat kontroversial. Pemerintah memberikan perhatian yang besar terkait keberlanjutan dan tanggung jawab sosial kepada perusahaan sektor energi, sehingga aktivitas CSR dan keterkaitan terhadap tax avoidance menjadi penting untuk dipelajari. Sampel yang digunakan dalam penelitian dipilih menggunakan metode purposive sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan kriteria yang ditentukan yaitu :
1. Perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada periode 2021-2024.
2. Perusahaan sektor energi yang mempublikasikan laporan tahunan pada periode 2021-2024.
3. Perusahaan sektor energi yang melaporkan biaya CSR secara lengkap di laporan tahunan pada periode 2021-2024
4. Perusahaan sektor energi yang secara terus-menerus memperoleh laba pada periode 2021-2024
[bookmark: _Toc197988532][bookmark: _Toc207008241][bookmark: _Toc210728304]Tabel 3.1. Kriteria Pengumpulan Data
	No
	Kriteria
	Jumlah

	1
	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada periode 2021-2024
	83

	2
	Perusahaan sektor energi yang tidak mempublikasikan laporan tahunan pada periode 2021-2024
	(21)

	3
	Perusahaan sektor energi yang tidak melaporkan biaya CSR secara lengkap di laporan tahunan pada periode 2021-2024
	(34)

	4
	Perusahaan sektor energi yang mengalami rugi pada periode 2021-2024
	(12)

	Total sampel perusahaan
	16

	Tahun pengamatan
	4

	Total data pengamatan
	64



3.3. [bookmark: _Toc197987131][bookmark: _Toc221275791]Jenis dan Sumber Data
	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode penelitian kuantitatif. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari laporan tahunan yang dipublikasikan oleh perusahaan periode tahun 2021-2024 melalui website masing-masing perusahaan.
3.4. [bookmark: _Toc197987132][bookmark: _Toc221275792]Metode Pengumpulan Data
	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa laporan tahunan melalui website resmi perusahaan yang tersedia secara publik. Penelitian ini juga menggunakan metode studi pustaka yang mengumpulkan data dan theory dari artikel, jurnal, buku dan berbagai sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
3.5. [bookmark: _Toc197987133][bookmark: _Toc221275793]Metode Analisis Data
	Hasil data yang telah dikumpulkan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian akan diolah dan dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode ini merupakan pendekatan yang menggunakan data berupa angka dan statistik untuk menguji hubungan antara variabel secara objektif dan empiris. Metode ini melimbatkan pengumpulan data secara sekunder yang kemudian dianalisis secara statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Hasil dari penggunaan metode kuantitatif dapat diukur secara numerik dan diuji secara statistik sehingga hasilnya valid dan reliabel. Alat analisis statistik yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis adalah analisis regresi dengan bantuan aplikasi software statistik SPSS versi 26.
3.5.1. [bookmark: _Toc197987134][bookmark: _Toc221275794]Uji Statistik Deskriptif
	Statistik deskriptif merupakan alat uji untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul tanpa membuat kesimpulan sehingga statistik deskriptif hanya sampai tahap penyajian data. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai karakteristik dari serangkaian data tanpa mengambil kesimpulan umum yang biasa disajikan dalam bentuk diagram atau tabel. Analisis statistik deskriptif berbentuk tabel distribusi frekuensi yang menyajikan data seperti nilai minimum, nilai maximum, rata-rata (mean), dan standar deviasi masing-masing variabel (Prof. H. Imam Ghozali, 2018).
3.5.2. [bookmark: _Toc197987135][bookmark: _Toc221275795]Uji Asumsi Klasik
	Uji asumsi klasik merupakan metode analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk menilai model regresi linear Ordinary Least Square (OLS) terdapat masalah asumsi klasik atau tidak. Uji asumsi klasik digunakan untuk menilai model estimasi yang digunakan telah memenuhi kriteria. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji heterokodestisitas, dan uji autokorelasi (Wsk, 2024).
1. Uji Normalitas
	Uji normalitas dilakukan untuk menguji model regresi, variabel residual apakah memiliki distribusi yang normal. Dalam uji normalitas yang menjadi acuan yaitu uji sampel Kolmogorov-smirnov (K-S) yang menyatakan jika hasil menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% artinya data berdistribusi normal dan sebaliknya jika hasil menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau 5% maka data berdistribusi tidak normal (Ghozali, 2011).
2. Uji Heteroskedastisitas
	Uji heteroskedastisitas menguji model regresi apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2011). Acuan dalam uji heteroskedastisitas dengan menganalisis hasil uji park dan melihat nilai signifikansi pada variabel dari tabel coefficients. Jika nilai signifikansi (p-value) lebih dari 0,05 atau 5% maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika sebaliknya nilai signifikansi (p-value) salah satu variabel kurang dari 0,05 atau 5% maka terjadi gejala heteroskedastisitas.
3. Uji Autokorelasi
	Uji autokorelasi digunakan pada data time-series yang menguji model regresi linier apakah terdapat korelasi antara kesalahan penggagu pada periode t dengan kesalahan penggagu di periode sebelumnya. Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Run Test yang merupakan statistik non-parametrik untuk mendeteksi apakah terdapat korelasi antara residual yang berurutan dalam model regresi khususnya pada data time series. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau 5% maka data tidak terjadi autokorelasi. Namun sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau 5% maka terdapat autokorelasi pada data (Ghozali, 2011).
3.5.3. [bookmark: _Toc197987136][bookmark: _Toc221275796]Moderated Regression Analysis (MRA)
	Analisis MRA merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis dan memberikan model hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen secara simultan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Analisis MRA dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh moderasi variabel political connection terkait hubungan antara variabel CSR dengan variabel tax avoidance. Regresi panel dalam penelitian ini sebagai berikut:
Y = α + β1CSR + β2PC + β3 (CSR x PC ) + €
Keterangan :
Y	: Tax Avoidance
α	: Konstanta
β	: Koefisien Regresi
CSR	: Corporate Social Responsibility (CSR)
PC	: Political Connection
€	: Error 
3.5.4. [bookmark: _Toc197987137][bookmark: _Toc221275797]Uji Hipotesis
	Uji hipotesis digunakan untuk menguji signifikansi pada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dalam uji hipotesis penelitian ini menggunakan acuan koefesien regresi dan signifikansi α = 5% atau 0,05. 
(H1) : Apabila nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari 5% atau 0,05 dan koefisien regresi menunjukkan arah negatif, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian diterima. Sebaliknya, jika nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05 dan koefisien regresi menunjukkan arah positif maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian ditolak.
(H2) : Jika nilai probalitas signifikansi lebih kecil dari 5% atau 0,05 maka variabel political connection dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen sehingga hipotesis diterima. Sebaliknya, jika nilai probalitas signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05 maka variabel political connection tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen sehingga hipotesis ditolak. 
	Political connection berperan sebagai pure moderator ketika Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel interaksi antara CSR dan political connection signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan political connection tidak berpengaruh langsung terhadap tax avoidance. Hal ini karena fungsinya hanya sebatas memperlemah atau memperkuat pengaruh dari hubungan CSR terhadap tax avoidance tanpa memberikan pengaruh langsung.
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	Sebaliknya, jika hasil regresi menunjukkan bahwa interkasi antara CSR dan political connection signifikan serta political connection berpengaruh langsung secara signifikan terhadap tax avoidance maka dikategorikan sebagai quasi (semu) moderator. Artinya, political connection tidak hanya bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara CSR terhadap tax avoidance namun juga memiliki kontribusi langsung terhadap perilaku praktik tax avoidance.


[bookmark: _Toc221275798]BAB IV
[bookmark: _Toc221275799]HASIL DAN PEMBAHASAN
[bookmark: _Toc221275800]4.1.	Hasil Penelitian
[bookmark: _Toc221275801]4.1.1. 	Gambaran Data Penelitian
Penelitian ini menggunakan data sekunder dan bersumber dari laporan tahunan perusahaan yang termasuk dalam sampel penelitian serta tedaftar di BEI. Pemilihan sampel dilakukan dengan menerapkan teknik purposive sampling, yaitu suatu metode pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian dan mampu menggambarkan karakteristik populasi yang relevan. Dengan menggunakan metode tersebut, diperoleh sebanyak  64 data pengamatan yang mewakili 16 perusahaan sektor energi selama periode 2021 hingga 2024. Berikut sampel penelitian yang disajikan untuk bertujuan memberikan gambaran terperinci mengenai data yang akan dianalisis.
[bookmark: _Toc210728312][bookmark: _Toc216040001]Tabel 4. 1. Daftar perusahaan sampel
	No
	Kode Saham
	Nama Perusahaan

	1
	ADMR
	Adaro Minerals Indonesia Tbk.

	2
	ADRO
	Adaro Energy Indonesia Tbk.

	3
	ARII
	Atlas Resources Tbk.

	4
	BESS
	Batulicin Nusantara Maritim Tbk.

	5
	BIPI
	Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.

	6
	DSSA
	Dian Swastatika Sentosa Tbk.

	7
	ELSA
	Elnusa Tbk.

	8
	GEMS
	Golden Energy Mines Tbk.

	9
	HRUM
	Harum Energy Tbk.

	10
	ITMA
	Sumber Energi Andalan Tbk.


Disambung ke halaman berikutnya
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Tabel 4.1. Sambungan
	No
	Kode Saham
	Nama Perusahaan

	11
	PGAS
	Perusahaan Gas Negara Tbk.

	12
	PSSI
	IMC Pelita Logistik Tbk.

	13
	PTBA
	Bukit Asam Tbk.

	14
	RMKE
	RMK Energy Tbk.

	15
	TCPI
	Transcoal Pasific Tbk.

	16
	TEBE
	Dana Brata Luhur Tbk.


	Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2023
[bookmark: _Toc221275802]4.2. 	Analisis Data
[bookmark: _Toc221275803]4.2.1. 	Uji Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut dan memahami distribusi data, mengidentifikasi kecenderungan pusat, serta melihat variasi data. Hasil dari analisis menjadi dasar untuk memastikan data yang digunakan sesuai dengan kriteria penelitian dan memenuhi syarat dilakukan pengujian lebih lanjut. Berikut disajikan hasil pengolahan data melalui analisis statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian menggunakan bantuan SPSS Versi 26.
	
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	Tax avoidance
	64
	0,0000
	0,8295
	0,231389
	0,1753188

	CSR
	64
	0,0000
	0,7600
	0,015339
	0,0947468

	Political connection
	64
	0
	1
	0,62
	0,488

	Valid N (listwise)
	64
	
	
	
	


[bookmark: _Toc210728313][bookmark: _Toc216040002]	Tabel 4.2. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	 Sumber: Diolah dengan SPSS, 2025
Pada tabel 4.2 ditampilkan hasil uji analisis statistik deskriptif dengan jumlah data penelitian (N) sebanyak 64. Output statistik dari setiap variabel dapat dilihat sebagai berikut:
a. 
Tax Avoidance
	Berdasarkan hasil uji analisis statistik deskriptif pada tabel 4.2, variabel tax avoidance memiliki nilai minimum (rendah) sebesar 0,0000 dan nilai maximum (tinggi) sebesar 0,8295 dari total 64 data pengamatan. Nilai rata-rata (mean) variabel tax avoidance adalah 0,231389 yang menunjukkan tingkat tax avoidance perusahaan sampel relatif berada pada level moderat atau perusahaan melakukan pada tingkat yang relatif wajar. Nilai standar deviasi variabel tax avoidance sebesar 0,1753188 menunjukkan adanya penyebaran data yang signifikan.
	Salah satu perusahaan dengan tingkat tax avoidance tinggi selama periode 2021-2024 yaitu PT Atlas Resources Tbk sebesar 2,4661 dan perusahaan dengan tingkat tax avoidance rendah selama periode 2021-2024 yaitu PT Sumber Energi Andalan Tbk sebesar 0,0003. Praktik tax avoidance yang tidak seragam pada seluruh perusahaan menunjukkan perbedaa perilaku manajemen dalam menyusun strategi perpajakan. Hasil ini sejalan dengan agency theory, yang menjelaskan bahwa pihak perusahaan dapat memiliki kepentingan meminimalkan beban pajak perusahaan untuk meningkatkan laba setelah pajak .
b. Corporate Social Responsibility (CSR)
	Berdasarkan hasil uji analisis statistik deskriptif yang disajikan pada tabel 4.2, variabel CSR menunjukkan nilai minimum (rendah) sebesar 0,0000 dan nilai maximum (tinggi) sebesar 0,7600 dari total 64 data pengamatan. Nilai rata-rata (mean) variabel CSR adalah 0,015339 yang menunjukkan secara umum tingkat pengungkapan CSR pada perusahaan sampel masih relatif rendah. Nilai standar deviasi variabel CSR sebesar 0,0947468 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada komitmen perusahaan dalam melaksanakan ataupun melaporkan aktivitas CSR.
	Salah satu perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR tinggi selama periode 2021-2024 yaitu PT Sumber Energi Andalan Tbk sebesar 0,8301 dan perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR rendah selama periode 2021-2024 yaitu PT Atlas Resources Tbk sebesar 0,0002. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil uji tax avoidance yang mencerminkan bahwa perusahaan dengan komitmen tinggi terhadap aktivitas CSR cenderung memiliki tingkat praktik tax avoidance yang rendah. Hal ini sejalan dengan stakeholder theory, bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi harapan stakeholder termasuk pemerintah sebagai penerima pajak.
c. Political Connection
	Berdasarkan hasil uji analisis statistik deskriptif yang disajikan pada tabel 4.2, variabel political connection menunjukkan nilai minimum (rendah) sebesar 0 dan nilai maximum (tinggi) sebesar 1 dari total 64 data pengamatan. Nilai rata-rata (mean) variabel political connection adalah 0,62 yang menunjukkan secara umum lebih dari setengah sampel perusahaan memiliki political connection. Nilai standar deviasi variabel political connection sebesar 0,488 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antar perusahaan yang memiliki political connection. Hal ini sejalan dengan agency theory yang menyatakan bahwa keputusan manajemen mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan stakeholder sehingga terjadi agency problem.
[bookmark: _Toc221275804]	4.2.2. 	Uji Asumsi Klasik
	1. 	Uji Normalitas
	Uji normalitas dilakukan untuk menguji model regresi, variabel penggagu atau residual apakah memiliki distribusi yang normal. Dalam uji normalitas yang menjadi acuan yaitu uji sampel Kolmogorov-smirnov (K-S) yang menyatakan jika hasil menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% artinya data berdistribusi normal dan sebaliknya jika hasil menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau 5% maka data berdistribusi tidak normal (Ghozali, 2011). Output uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:
	One-Sample Kolmogorv-Smirnov Test

	Unstandardized Residual

	N
	
	64

	Normal Parameters
	Mean
	0,0000000

	
	Std. Deviation
	0,17087919

	Most Extreme Differences
	Absolute
	0,219

	
	Positive
	0,219

	
	Negative
	-0,141

	Test Statistic
	
	0,219

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	
	

	a. Test distribution is Normal

	b. Calculated from data

	c. Lilliefors Significance Correction


[bookmark: _Toc210728314][bookmark: _Toc216040003]	Tabel 4. 3. Uji Normalitas (Sebelum Outlier)
	



	
	Sumber: Diolah dengan SPSS, 2025
Berdasarkan hasil uji normalitas yang dianalisis melalui one-sample kolmogorov-smirnov test, diperoleh nilai asymp.sig. (2-tailed) sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Distribusi data yang tidak normal berpotensi mengurangi validitas kesimpulan penelitian. Peneliti melakukan deteksi outlier menggunakan metode boxplot untuk memperbaiki distribusi data dan memudahkan identifikasi data dengan nillai ekstrem. Data yang terdeteksi sebagai nilai ekstrim atau outlier kemudian dihapus untuk membuat distribusi data menjadi normal. Setelah dilakukan outlier, data diuji ulang menggunakan uji normalitas kolmogorov-smirnov.
[bookmark: _Toc210728315][bookmark: _Toc216040004]Tabel 4. 4. Uji Normalitas (Sesudah Outlier) 
	One-Sample Kolmogorv-Smirnov Test

	Unstandardized Residual

	N
	
	34

	Normal Parameters
	Mean
	0,0000000

	
	Std. Deviation
	0,02475894

	Most Extreme Differences
	Absolute
	0,131

	
	Positive
	0,116

	
	Negative
	-0,131

	Test Statistic
	
	0,131

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	
	

	a. Test distribution is Normal

	b. Calculated from data

	c. Lilliefors Significance Correction



	





	
	Sumber: Diolah dengan SPSS, 2025
Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi (asymp.sig.2-tailed) sebesar 0,146 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa data yang di uji berdistribusi normal.


2. Uji Heteroskedastisitas
		Uji heteroskedastisitas menguji model regresi apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2011). Pengujian ini dilakukan menggunakan uji park dengan nilai signifikansi (p-value) lebih besar 0,05 atau > 5% maka disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, namun jika nilai signifikansi (p-value) lebih kecil dari 0,05 atau < 5% maka disimpulkan terjadi gejala heteroskedastisitas.	
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized B
	Coefficients Std. Error
	Standardized Coefficients Beta
	t
	Sig.

	(Constant)
	-7,834
	1,308
	
	-5,988
	0,000

	CSR
	387,544
	307,856
	0,219
	1,259
	0,217

	Political connection
	-2,285
	1,408
	-0,282
	-1,623
	0,115

	a. Dependent Variable: LN_RES_3


[bookmark: _Toc210728316][bookmark: _Toc216040005]	Tabel 4. 5. Uji Heteroskedastisitas




	Sumber: Diolah dengan SPSS, 2025
Uji heteroskedastisitas menggunakan metode park menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,217 untuk variabel CSR dan 0,115 untuk variabel political connection. Nilai signifikansi kedua variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa kedua variabel tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.
3. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Run Test yang merupakan statistik non-parametrik untuk mendeteksi apakah terdapat korelasi antara residual yang berurutan dalam model regresi khususnya pada data time series. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau 5% maka data tidak terjadi autokorelasi. Namun sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau 5% maka terdapat autokorelasi pada data (Ghozali, 2011).
[bookmark: _Toc210728317][bookmark: _Toc216040006]Tabel 4. 6. Uji Autokorelasi
	Runs Test

	Unstandardized Residual

	Test Valuea
	-0,00018

	Cases < Test Value
	17

	Cases >= Test Value
	17

	Total Cases
	34

	Number of Runs
	15

	Z
	-0,871

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	0,384

	a. Median


		Sumber: Diolah dengan SPSS, 2025
Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,384 yang lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05, sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada model regresi. Dengan demikian, model regresi dapat dikatakan lebih reliabel dan tidak menimbulkan bias sehingga dapat digunakan pada tahap analisis berikutnya.
[bookmark: _Toc221275805]4.2.3. 	Uji MRA dan Uji Hipotesis
Analisis MRA merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis dan memberikan model hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen secara simultan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. 

[bookmark: _Toc210728318][bookmark: _Toc216040007]	Tabel 4. 7.  Hasil Uji MRA & Hipotesis 
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized B
	Coefficients Std. Error
	Standardized Coefficients Beta
	t
	Sig.

	1
	(Constant)
	0,281
	0,019
	
	14,642
	0,000

	
	CSR
	-53,878
	23,917
	-3,121
	-2,253
	0,032

	
	Political Connection
	-0,057
	0,020
	-0,721
	-2,822
	0.008

	
	XZ (Moderation)
	54,401
	24,090
	3,246
	2,258
	0,031

	a. Dependent Variable: Tax Avoidance


Sumber: Diolah dengan SPSS, 2025
Berdasarkan hasil uji Moderated Regression Analysis (MRA), tabel 4.7 menunjukkan hasil dari variabel CSR memiliki nilai signifikansi sebesar 0,032 (<0,05) hal ini menunjukkan bahwa variabel CSR (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel tax avoidance (Y). Sedangkan nilai signifikansi variabel interaksi antara variabel CSR dan variabel political connection yaitu 0,031 (<0,05) yang disimpulkan bahwa variabel political connection sebagai pemoderasi berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance. Hasil signifikansi interkasi variabel XZ sebesar 0,031 dapat memberikan kesimpulan bahwa variabel political connection mampu memperkuat hubungan antara variabel CSR dan variabel tax avoidance. 
[bookmark: _Toc210728319][bookmark: _Toc216040008]Tabel 4. 8.  R-Square
	Model Summary

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	0,463a
	0,215
	0,136
	0,0240070

	a. Predictors: (Constant), XZ, Political Connection, CSR


Sumber: Diolah dengan SPSS, 2025
Berdasarkan uji R-Square menggunakan model summary, variabel kombinasi antara CSR, political connection, dan interaksi memiliki nilai R-Square 0,215. Hasil uji ini menunjukan bahwa variabel kombinasi mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel tax avoidance sebagai variabel dependen sebesar 21,5%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.
	Uji hipotesis digunakan untuk menguji signifikansi pada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dalam uji hipotesis penelitian ini menggunakan acuan koefesien regresi dan signifikansi α = 5% atau 0,05. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terdiri dari dua hipotesis. Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa political connection memperkuat atau memperlemah hubungan antara CSR terhadap tax avoidance.
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada tabel 4.7, dapat diketahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil tersebut disajikan pada uraian berikut.
a. Nilai variabel Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar 0,032 (<0,05) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap nilai Effective Tax Rate (ETR). Sedangkan hasil dari unstandardized B menunjukkan nilai -53,878 yang berarti terjadi kenaikan aktivitas CSR yang berhubungan dengan kenaikan praktik tax avoidance. Hal ini dikarenakan tax avoidance dihitung menggunakan proksi ETR yang diinterpretasikan jika nilai ETR rendah maka semakin tinggi tingkat tax avoidance. Dengan demikian, ketika nilai CSR naik dan nilai ETR menurun akan meningkatkan kecenderungan perusahaan melakukan praktik tax avoidance. Maka dapat disimpulkan bahwa arah hubungan variabel CSR berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance sehingga dinyatakan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak.
b. Nilai signifikansi variabel interaksi moderasi antara variabel Corporarate Social Responsibility (CSR) dan variabel political connection sebesar 0,031 (<0,05) menunjukkan bahwa variabel political connection berperan sebagai variabel moderasi yang signifikan dalam interaksi hubungan antara CSR dan tax avoidance. Nilai unstandardized B sebesar 54,401 yang bernilai positif mengindikasikan bahwa variabel moderasi political connection memperkuat pengaruh hubungan positif CSR terhadap tax avoidance. Dengan adanya political connection sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh positif CSR terhadap praktik tax avoidance menjadi lebih kuat, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima.
	Berdasarkan hasil pengujian, variabel political connection berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance dan interaksi antara CSR dengan political connection menunjukkan pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, political connection dapat dikategorikan sebagai variabel moderasi semu (quasi moderator).
[bookmark: _Toc221275806]4.3. 	Pembahasan
[bookmark: _Toc221275807]4.3.1.	Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap tax avoidance
	Berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel CSR berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance yang diukur melalui nilai ETR. Nilai signifikansi sebesar 0,032 (<0,05) dengan arah koefisien negatif mengindikasi kenaikan aktivitas CSR dan penurunan nilai ETR yang berpengaruh terhadap kenaikan praktik tax avoidance. Hal ini dikarenakan perhitungan variabel tax avoidance menggunakan proksi ETR yang diinterpretasikan bahwa jika nilai ETR rendah akan mencerminkan tingkat praktik tax avoidance yang tinggi. Dengan demikian, meskipun secara statistik CSR berpengaruh negatif terhadap ETR namun secara substantif CSR berpengaruh positif terhadap tax avoidance sehingga hipotesis pertama (H1) dinyatakan ditolak.
	Pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban fiskal, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi perusahaan terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki aktivitas CSR yang tinggi cenderung semakin meningkatkan praktik tax avoidance di perusahaan.
	Pelaksanaan aktivitas CSR terindikasi tidak selalu sejalan dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam praktiknya, aktivitas CSR dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai salah satu strategi untuk membangun citra positif di mata stakeholder sehingga tingkat pengawasan terhadap kebijakan perpajakan perusahaan menjadi relatif lebih rendah. Kondisi tersebut memberikan peluang terhadap perusahaan untuk menerapkan strategi pengelolaan pajak yang berorientasi pada efisiensi beban pajak. Dengan demikian, perusahaan tetap dapat menunjukkan komitmen sosial yang tinggi, namun kondisi tersebut berpotensi dengan meningkatnya praktik tax avoidance seiring dengan fokus perusahaan pada pencapaian kepentingan ekonomi jangka pendek (Achmad Hidayat & Novita, 2023).
	Aktivitas CSR terindetifikasi belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan strategis perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan perpajakan. Aktivitas CSR umumnya sebagai kegiatan yang berfokus pada tanggung jawab sosial dan lingkungan, sementara kebijakan perpajakan lebih berfokus pada upaya peningkatan dan optimalisasi kinerja keuangan perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan arah antara komitmen tanggung jawab sosial yang ditujukkan perusaahaan melalui aktivitas CSR dan kebijakan perpajakan yang dijalankan dalam aktivitas operasional perusahaan. Oleh karena itu, CSR tidak selalu berfungsi sebagai mekanise pengendalian perilaku perusahaan dalam aspek fiskal, melainkan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen strategis untuk mendukung kepentingan perusahaan. Dengan demikian, peningkatan aktivitas CSR dapat berlangsung seiring dengan meningkatnya praktik tax avoidance.
	Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik bisnis yang dijalankan perusahaan tidak selalu sejalan dengan kerangka teoritis yang memandang CSR sebagai wujud tanggung jawab perusahaan. Hal ini bertentangan dengan perspektif stakeholder theory yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat CSR yang tinggi seharusnya berupaya memenuhi kepentingan seluruh stakeholder. 
	Hasil penelitian juga bertentangan dengan hipotesis yang diajukan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap tax avoidance karena menunjukkan hubungan positif antara CSR terhadap tax avoidance. Hal ini karena CSR digunakan sebagai instrumen untuk memenuhi kepentingan stakeholder utama dan menjalankan pengelolaan pajak secara simultan untuk memaksimalkan kinerja keuangan. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan CSR disertai dengan peningkatan tax avoidance.
	Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang diteliti oleh Hidayat & Novita (2023), yang menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik tax avoidance. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin sering perusahaan dalam melaksanakan aktivitas CSR maka semakin besar kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik tax avoidance.
	Dengan demikian, aktivitas CSR tidak selalu berfungsi sebagai mekanisme untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban fiskal. Sebaliknya, aktivitas CSR dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan mempertahankan reputasi sosial perusahaan. Oleh karena itu, hasil penelitian bertentangan dengan perspektif stakeholder theory yang mengasumsikan bahwa aktivitas CSR dapat mendorong kepatuhan pajak dan menurunkan konflik keagenan.
[bookmark: _Toc221275808]4.3.2. Political connection memperkuat atau memperlemah hubungan antara Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap tax avoidance
	Berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel interaksi antara political connection dan CSR memiliki nilai signifikansi sebesar 0,031 (<0,05) menunjukkan bahwa political connection mampu memoderasi hubungan antara variabel CSR dan tax avoidance. Nilai unstandardized B sebesar 54,401 dengan arah positif mengindikasi bahwa political connection memiliki pengaruh dalam memperkuat hubungan positif antara variabel CSR dan tax avoidance. Pada perusahaan yang memiliki tingkat political connection yang tinggi, aktivitas CSR cenderung dimanfaatkan untuk meningkatkan praktik tax avoidance. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa political connection dapat memperkuat hubungan antara CSR dan tax avoidance sehingga hipotesis kedua (H2) diterima.
	Berdasarkan hasil pengujian, koefisien interkaksi antara CSR dan political connection menunjukkan arah positif yang mengindikasi bahwa political connection memperkuat hubungan positif antara CSR dan tax avoidance. Meskipun CSR berperan dalam menaikan kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik tax avoidance, pengaruh tersebut menjadi semakin kuat ketika perusahaan memiliki political connection yang tinggi. Hal ini terjadi karena perusahaan dengan political connection yang tinggi cenderung memiliki akses dan perlindungan tertentu dari pihak berwenang, sehingga aktivitas CSR dimanfaatkan sebagai alat untuk memperoleh reputasi positif di mata publik. 
	Stakeholder theory menyatakan bahwa political connection berpotensi mepengaruhi hubungan antara perusahaan dan stakeholder, karena perusahaan memiliki akses terhadap informasi strategis terkait regulasi pajak. Kondisi ini mengurangi tekanan dari stakeholder terhadap kepatuhan perusahaan terutama kepatuhan terhadap pajak. Tekanan stakeholder yang berkurang mengakibatkan lemahnya fungsi pengawasan eksternal yang dapat memberikan ruang kepada perusahaan untuk mengelola kewajiban pajaknya secara agresif.
	Hasil pengujian menjelaskan bahwa keberadaan political connection terbukti memperkuat hubungan positif antara CSR dan tax avoidance. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki political connection yang lebih tinggi cenderung mengoptimalkan aktivitas CSR sebagai sarana pembentukan citra positif sehingga risiko praktik tax avoidance relatih menjadi lebih kecil. 
	Penelitian ini konsisten dengan temuan empiris Almutairi & Abdelazim (2025) yang menyatakan bahwa political connection berperan dalam memperkuat hubungan positif antara CSR terhadap tax avoidance. Hasil tersebut menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan politik cenderung menjalankan aktivitas CSR bukan karena kepatuhan terhadap kewajiban fiskal melainkan sebagai strategi menjaga citra positif di hadapan publik dan pemerintah. Dalam konteks ini, aktivitas CSR tidak berperan sebagai pengendali perilaku pajak melainkan sebagai strategi tax avoidance. Oleh karena itu, aktivitas CSR meningkat seiring peningkatan praktik tax avoidance,
2

	Hasil pengujian regresi moderasi, mencerminkan bahwa political connection tidak hanya berperan sebagai pemoderasi hubungan antara CSR dan tax avoidance tetapi  juga menunjukkan pengaruh langsung terhadap tax avoidance. Dengan demikian, political connection dalam penelitian ini dikategorikan sebagai quasi moderator. Hal ini karena political connection tidak hanya mengubah kekuatan hubungan antara CSR dan tax avoidance,  tetapi secara langsung mempengaruhi perilaku perusahaan dalam mengambil kebijakan perpajakan atau mempengaruhi praktik tax avoidance.
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[bookmark: _Toc221275811]5.1. 	Kesimpulan
	Berdasarkan hasil analisis data penelitia yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. CSR terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada periode 2021-2024. Hasil ini mengindikasi bahwa perusahaan yang aktif melaksanakan aktivitas dan pengungkapan CSR tidak selalu sejalan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak, sehingga tingkat pengawasan terhadap kebijakan perpajakan perusahaan menjadi relatif lebih rendah. Kondisi tersebut memberikan peluang terhadap perusahaan untuk menerapkan strategi pengelolaan pajak yang berorientasi pada efisiensi beban pajak. Dengan demikian, CSR tidak sepenuhnya berperan sebagai mekanisme pembatas terhadap praktik tax avoidance sehingga hipotesis pertama (H1) yang menyatakan CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance ditolak.
2. Political connection sebagai variabel moderasi terbukti memiliki dampak memperkuat hubungan positif antara CSR terhadap tax avoidance pada  perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021-2024. Koefisien yang bernilai positif signifikan mengindikasi semakin tinggi tingkat political connection, semakin kuat pengaruh CSR dalam meningkatkan praktik tax avoidance. Perusahaan dengan political connection yang tinggi cenderung memanfaatkan aktivitas CSR secara strategis dalam kebijakan perpajakan seperti dijadikan alat untuk memenuhi espektasi stakeholder dan mendukung kepentingan strategis perusahaan. Political connection menunjukkan pengaruh langsung terhadap tax avoidance dan dapat dikategorikan sebagai quasi moderator. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa political connection memperkuat atau memperlemah hubungan antara CSR terhadap tax avoidance diterima.
[bookmark: _Toc221275812]5.2. 	Saran
Berdasarkan kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang lebih relevan baik dengan maupun tanpa variabel moderasi, serta dapat memperluas objek penelitian ke sektor lain untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik tax avoidance.
2

2. Bagi perusahaan, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan serta merancang strategi perpajakan yang berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi perpajakan sehingga mampu menjaga dan meningkatkan kepercayaan stakeholder.
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[bookmark: _Toc220889565]Lampiran 1. 1. Daftar Sampel Perusahaan
	No
	Kode Saham
	Nama Perusahaan

	1
	ADMR
	Adaro Menrals Indonesia Tbk.

	2
	ADRO
	Adaro Energy Indonesia Tbk.

	3
	ARII
	Atlas Resources Tbk.

	4
	BESS
	Batulicin Nusantara Maritim Tbk.

	5
	BIPI
	Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.

	6
	DSSA
	Dian Swastatika Sentosa Tbk.

	7
	ELSA
	Elnusa Tbk.

	8
	GEMS
	Golden Energy Mines Tbk.

	9
	HRUM
	Harum Energy Tbk.

	10
	ITMA
	Sumber Energi Andalan Tbk.

	11
	PGAS
	Perusahaan Gas Negara Tbk.

	12
	PSSI
	IMC Pelita Logistik Tbk.

	13
	PTBA
	Bukit Asam Tbk.

	14
	RMKE
	RMK Energy Tbk.

	15
	TCPI
	Transcoal Pasific Tbk.

	16
	TEBE
	Dana Brata Luhur Tbk.





[bookmark: _Toc220889566]	Lampiran 1. 2. Tabulasi Data 
	Tax Avoidance (Y)

	Nama Perusahaan
	Tahun
	Beban Pajak Penghasilan
	Laba Sebelum Pajak
	ETR

	ADMR
	2021
	645.788.742.857
	2.884.526.628.571
	0,2239

	ADMR
	2022
	1.594.598.968.750
	6.840.516.750.000
	0,2331

	ADMR
	2023
	1.885.919.230.769
	8.668.121.400.000
	0,2176

	ADMR
	2024
	1.979.561.145.161
	8.991.970.790.323
	0,2201

	ADRO
	2021
	6.537.971.428.571
	21.232.157.142.857
	0,3079

	ADRO
	2022
	25.704.625.000.000
	69.940.921.875.000
	0,3675

	ADRO
	2023
	2.542.800.000.000
	12.593.661.538.462
	0,2019

	ADRO
	2024
	2.779.612.903.226
	13.061.612.903.226
	0,2128

	ARII
	2021
	63.814.285.714
	76.928.571.429
	0,8295

	ARII
	2022
	152.437.500.000
	559.859.375.000
	0,2723

	ARII
	2023
	38.200.000.000
	49.400.000.000
	0,7733

	ARII
	2024
	19.016.129.032
	32.177.419.355
	0,5910

	BESS
	2021
	3.066.592.250
	115.531.829.914
	0,0265

	BESS
	2022
	2.828.846.679
	58.751.082.752
	0,0481

	BESS
	2023
	1.664.016.991
	81.094.051.677
	0,0205

	BESS
	2024
	5.936.455.505
	30.177.974.281
	0,1976

	BIPI
	2021
	96.419.057.143
	409.172.300.000
	0,2356

	BIPI
	2022
	81.276.219.541
	286.641.334.613
	0,2835

	BIPI
	2023
	445.861.965.838
	672.174.276.993
	0,6633

	BIPI
	2024
	504.773.087.242
	673.086.320.587
	0,7499

	DSSA
	2021
	1.629.107.114.286
	5.419.643.300.000
	0,3006

	DSSA
	2022
	5.036.410.316.667
	26.761.928.550.000
	0,1882

	DSSA
	2023
	5.262.602.783.333
	19.684.494.766.667
	0,2673

	DSSA
	2024
	2.791.052.633.333
	11.837.394.133.333
	0,2358

	ELSA
	2021
	93.868.000.000
	202.720.000.000
	0,4630

	ELSA
	2022
	79.103.000.000
	457.161.000.000
	0,1730

	ELSA
	2023
	114.737.000.000
	503.131.000.000
	0,2280

	ELSA
	2024
	167.402.000.000
	713.672.000.000
	0,2346

	GEMS
	2021
	1.523.771.512.126
	6.574.047.831.669
	0,2318
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	GEMS
	2022
	3.188.438.207.547
	14.130.388.427.673
	0,2256

	GEMS
	2023
	2.376.464.761.171
	10.523.589.753.467
	0,2258

	GEMS
	2024
	2.465.728.384.491
	10.270.763.586.430
	0,2401

	HRUM
	2021
	415.566.242.857
	1.822.426.671.429
	0,2280

	HRUM
	2022
	1.629.584.783.333
	7.959.119.900.000
	0,2047

	HRUM
	2023
	1.122.139.016.667
	4.383.340.883.333
	0,2560

	HRUM
	2024
	624.092.366.667
	1.918.421.216.667
	0,3253

	ITMA
	2021
	0
	174.880.978.152
	0

	ITMA
	2022
	0
	480.578.809.414
	0

	ITMA
	2023
	0
	32.174.718.184
	0

	ITMA
	2024
	9.451.613
	30.164.774.194
	0,0003

	PGAS
	2021
	1.475.482.520.440
	6.677.020.092.755
	0,2210

	PGAS
	2022
	2.223.761.217.320
	8.537.280.729.791
	0,2605

	PGAS
	2023
	2.273.718.636.412
	8.088.291.531.951
	0,2811

	PGAS
	2024
	2.240.210.187.456
	9.343.429.558.846
	0,2398

	PSSI
	2021
	38.289.391.793
	395.610.921.607
	0,0968

	PSSI
	2022
	70.725.506.292
	736.655.279.405
	0,0960

	PSSI
	2023
	78.654.004.432
	709.024.295.664
	0,1109

	PSSI
	2024
	37.281.240.964
	268.767.579.038
	0,1387

	PTBA
	2021
	2.321.787.000.000
	10.358.675.000.000
	0,2241

	PTBA
	2022
	3.422.887.000.000
	16.202.314.000.000
	0,2113

	PTBA
	2023
	1.861.792.000.000
	8.154.313.000.000
	0,2283

	PTBA
	2024
	1.119.823.000.000
	6.259.246.000.000
	0,1789

	RMKE
	2021
	56.644.502.470
	254.785.807.495
	0,2223

	RMKE
	2022
	111.203.275.882
	515.291.871.806
	0,2158

	RMKE
	2023
	86.831.469.252
	395.770.833.948
	0,2194

	RMKE
	2024
	77.232.417.548
	351.981.057.151
	0,2194

	TCPI
	2021
	833.000.000
	85.411.000.000
	0,0098

	TCPI
	2022
	1.031.000.000
	116.698.000.000
	0,0088

	TCPI
	2023
	1.027.000.000
	189.705.000.000
	0,0054

	TCPI
	2024
	3.901.000.000
	93.100.000.000
	0,0419

	TEBE
	2021
	37.276.200.000
	202.891.081.000
	0,1837

	TEBE
	2022
	95.272.023.000
	423.102.362.000
	0,2252

	TEBE
	2023
	76.253.140.000
	297.964.736.000
	0,2559

	TEBE
	2024
	38.025.779.000
	172.213.909.000
	0,2208
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	Corporate Social Responsibility (X)
	
	Nama Perusahaan
	Tahun
	Biaya CSR
	Pendapatan
	CSR

	ADMR
	2021
	3.108.037.670
	6.573.867.828.571
	0,0005

	ADMR
	2022
	5.960.034.540
	14.189.719.468.750
	0,0004

	ADMR
	2023
	6.310.000.000
	16.707.106.476.923
	0,0004

	ADMR
	2024
	6.844.710.000
	18.615.850.112.903
	0,0004

	ADRO
	2021
	94.147.528.821
	57.038.828.571.429
	0,0017

	ADRO
	2022
	160.117.858.137
	126.599.984.375.000
	0,0013

	ADRO
	2023
	127.274.407.100
	32.852.492.307.692
	0,0039

	ADRO
	2024
	93.888.658.186
	33.527.241.935.484
	0,0028

	ARII
	2021
	100.000.000
	1.647.771.428.571
	0

	ARII
	2022
	142.668.370
	3.843.453.125.000
	0

	ARII
	2023
	161.059.035
	4.317.061.538.462
	0

	ARII
	2024
	244.364.810
	5.083.080.645.161
	0

	BESS
	2021
	1.920.600.000
	404.097.297.862
	0,0048

	BESS
	2022
	1.787.912.387
	406.469.609.964
	0,0044

	BESS
	2023
	306.495.000
	363.741.176.938
	0,0008

	BESS
	2024
	440.310.099
	318.868.834.005
	0,0014

	BIPI
	2021
	471.428.571
	936.946.314.286
	0,0005

	BIPI
	2022
	393.273.451
	687.801.286.791
	0,0006

	BIPI
	2023
	6.091.293.088
	10.036.684.559.413
	0,0006

	BIPI
	2024
	5.651.808.514
	9.098.631.250.606
	0,0006

	DSSA
	2021
	94.285.714.286
	30.927.804.114.286
	0,0030

	DSSA
	2022
	86.666.666.667
	99.268.429.966.667
	0,0009

	DSSA
	2023
	203.333.333.333
	83.577.666.200.000
	0,0024

	DSSA
	2024
	208.333.333.333
	50.296.600.500.000
	0,0041

	ELSA
	2021
	5.600.000.000
	8.136.563.000.000
	0,0007

	ELSA
	2022
	4.843.978.696
	12.305.690.000.000
	0,0004

	ELSA
	2023
	5.212.774.918
	12.564.391.000.000
	0,0004

	ELSA
	2024
	6.389.448.301
	13.393.013.000.000
	0,0005

	GEMS
	2021
	94.293.865.906
	22.624.159.643.367
	0,0042

	GEMS
	2022
	76.572.327.044
	45.911.389.984.277
	0,0017

	GEMS
	2023
	82.126.348.228
	44.712.423.667.180
	0,0018
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	GEMS
	2024
	98.061.389.338
	43.707.930.274.637
	0,0022

	HRUM
	2021
	3.027.971.429
	4.802.507.385.714
	0,0006

	HRUM
	2022
	6.140.466.667
	15.073.963.250.000
	0,0004

	HRUM
	2023
	7.438.366.667
	15.425.339.000.000
	0,0005

	HRUM
	2024
	4.664.433.333
	21.591.098.800.000
	0,0002

	ITMA
	2021
	57.500.000
	2.917.411.202
	0,0197

	ITMA
	2022
	84.600.000
	3.118.387.592
	0,0271

	ITMA
	2023
	88.133.272
	3.786.832.488
	0,0233

	ITMA
	2024
	12.115.967.742
	15.942.774.194
	0,7600

	PGAS
	2021
	49.422.853.067
	43.322.124.541.164
	0,0011

	PGAS
	2022
	56.603.241.363
	56.137.564.405.525
	0,0010

	PGAS
	2023
	66.567.107.458
	56.295.290.003.435
	0,0012

	PGAS
	2024
	65.189.286.704
	61.212.720.204.359
	0,0011

	PSSI
	2021
	7.050.000.000
	1.551.520.394.774
	0,0045

	PSSI
	2022
	8.661.321.495
	1.876.401.608.424
	0,0046

	PSSI
	2023
	5.758.896.087
	1.578.465.930.312
	0,0036

	PSSI
	2024
	6.400.000.000
	1.312.436.519.122
	0,0049

	PTBA
	2021
	166.204.836.128
	29.261.468.000.000
	0,0057

	PTBA
	2022
	208.880.769.710
	42.648.590.000.000
	0,0049

	PTBA
	2023
	66.940.000.000
	38.488.867.000.000
	0,0017

	PTBA
	2024
	65.980.000.000
	42.764.968.000.000
	0,0015

	RMKE
	2021
	538.000.000
	1.864.537.484.808
	0,0003

	RMKE
	2022
	577.000.000
	2.733.605.088.044
	0,0002

	RMKE
	2023
	202.907.406
	2.553.106.269.942
	0,0001

	RMKE
	2024
	526.619.000
	2.461.044.384.744
	0,0002

	TCPI
	2021
	500.000.000
	1.670.829.000.000
	0,0003

	TCPI
	2022
	240.966.200
	1.758.131.000.000
	0,0001

	TCPI
	2023
	661.769.310
	1.825.584.000.000
	0,0004

	TCPI
	2024
	553.958.000
	1.926.145.000.000
	0,0003

	TEBE
	2021
	6.094.286.181
	448.008.428.000
	0,0136

	TEBE
	2022
	14.130.000.000
	781.793.751.000
	0,0181

	TEBE
	2023
	9.990.000.000
	632.232.808.000
	0,0158

	TEBE
	2024
	9.760.000.000
	566.674.463.000
	0,0172
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Political connection (Z)

	Nama Perusahaan
	Tahun
	PC

	ADMR
	2021
	1

	ADMR
	2022
	1

	ADMR
	2023
	1

	ADMR
	2024
	1

	ADRO
	2021
	1

	ADRO
	2022
	1

	ADRO
	2023
	1

	ADRO
	2024
	1

	ARII
	2021
	0

	ARII
	2022
	0

	ARII
	2023
	0

	ARII
	2024
	0

	BESS
	2021
	0

	BESS
	2022
	0

	BESS
	2023
	0

	BESS
	2024
	0

	BIPI
	2021
	0

	BIPI
	2022
	0

	BIPI
	2023
	0

	BIPI
	2024
	0

	DSSA
	2021
	1

	DSSA
	2022
	1

	DSSA
	2023
	1

	DSSA
	2024
	1

	ELSA
	2021
	1

	ELSA
	2022
	1

	ELSA
	2023
	1

	ELSA
	2024
	1

	GEMS
	2021
	1

	GEMS
	2022
	1

	GEMS
	2023
	1
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	GEMS
	2024
	1

	HRUM
	2021
	1

	HRUM
	2022
	1

	HRUM
	2023
	1

	HRUM
	2024
	1

	ITMA
	2021
	0

	ITMA
	2022
	0

	ITMA
	2023
	0

	ITMA
	2024
	0

	PGAS
	2021
	1

	PGAS
	2022
	1

	PGAS
	2023
	1

	PGAS
	2024
	1

	PSSI
	2021
	0

	PSSI
	2022
	0

	PSSI
	2023
	0

	PSSI
	2024
	0

	PTBA
	2021
	1

	PTBA
	2022
	1

	PTBA
	2023
	1

	PTBA
	2024
	1

	RMKE
	2021
	1

	RMKE
	2022
	1

	RMKE
	2023
	1

	RMKE
	2024
	1

	TCPI
	2021
	1

	TCPI
	2022
	1

	TCPI
	2023
	1

	TCPI
	2024
	1

	TEBE
	2021
	0

	TEBE
	2022
	0

	TEBE
	2023
	0

	TEBE
	2024
	0
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[bookmark: _Toc220889567]Lampiran 1. 3. Hasil Uji SPSS Versi 26 
	Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif
	
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	Tax avoidance
	64
	0,0000
	0,8295
	0,231389
	0,1753188

	CSR
	64
	0,0000
	0,7600
	0,015339
	0,0947468

	Political connection
	64
	0
	1
	0,62
	0,488

	Valid N (listwise)
	64
	
	
	
	



	
Hasil Uji Normalitas (Sebelum Outlier)
	One-Sample Kolmogorv-Smirnov Test

	Unstandardized Residual

	N
	
	64

	Normal Parameters
	Mean
	0,0000000

	
	Std. Deviation
	0,17087919

	Most Extreme Differences
	Absolute
	0,219

	
	Positive
	0,219

	
	Negative
	-0,141

	Test Statistic
	
	0,219

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	
	

	a. Test distribution is Normal

	b. Calculated from data

	c. Lilliefors Significance Correction










	Hasil Uji Normalitas (Setelah Outlier)
	One-Sample Kolmogorv-Smirnov Test

	Unstandardized Residual

	N
	
	34

	Normal Parameters
	Mean
	0,0000000

	
	Std. Deviation
	0,02475894

	Most Extreme Differences
	Absolute
	0,131

	
	Positive
	0,116

	
	Negative
	-0,131

	Test Statistic
	
	0,131

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	
	

	a. Test distribution is Normal

	b. Calculated from data

	c. Lilliefors Significance Correction
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Hasil Uji Heteroskedastisitas
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized B
	Coefficients Std. Error
	Standardized Coefficients Beta
	t
	Sig.

	(Constant)
	-7,834
	1,308
	
	-5,988
	0,000

	CSR
	387,544
	307,856
	0,219
	1,259
	0,217

	Political connection
	-2,285
	1,408
	-0,282
	-1,623
	0,115

	a. Dependent Variable: LN_RES_3


	
Hasil Uji Autokorelasi
	Runs Test

	Unstandardized Residual

	Test Valuea
	-0,00018

	Cases < Test Value
	17

	Cases >= Test Value
	17

	Total Cases
	34

	Number of Runs
	15

	Z
	-0,871

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	0,384

	a. Median



	Hasil Uji MRA & Hipotesis
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized B
	Coefficients Std. Error
	Standardized Coefficients Beta
	t
	Sig.

	(Constant)
	0,281
	0,019
	
	14,642
	0,000

	CSR
	-53,878
	23,917
	-3,121
	-2,253
	0,032

	Political Connection
	-0,057
	0,020
	-0,721
	-2,822
	0.008

	XZ (Moderation)
	54,401
	24,090
	3,246
	2,258
	0,031

	b. Dependent Variable: Tax Avoidance



	Model Summary

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	0,463a
	0,215
	0,136
	0,0240070

	a. Predictors: (Constant), XZ, Political Connection, CSR
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